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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang 

dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraaan 

Bermotor Kabupaten Jombang selama 12 minggu, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Metode pembayaran retribusi uji belum terintegrasi dengan pihak bank 

Jatim. 

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten 

Jombang telah memiliki pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan 

SIM PKB dalam lingkup lokal untuk meningkatkan pelayanan yang efektif 

dan efisien. SIM PKB yang diterapkan belum terintegrasi dengan pusat 

data di Direktorat sarana Perhubungan Darat. 

3. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan peralatan alat uji belum 

terselenggara dengan baik. 

4. Bahwa penggunaan alat pelindung diri dalam pelaksanaan kegiatan 

menguji belum diterapkan dengan baik.  

 

B. Saran 

Guna meningkatkan pelayanan serta serta kinerja dari Unit Pelaksana 

Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, penulis menyarankan 

1. Unit pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Jombang  

yang belum terintegrasi dengan bank terkait mengenai pembayaran, perlu 

adanya kerja sama dengan pihak bank guna meningkatkan pelayanan. 

2. Perlu adanya kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di dunia 

teknologi untuk pengembangan SIM PKB yang saat ini belum terkoneksi 

dengan Direktorat Jendral Perhubungan Darat maupun instansi-instansi 

lainnya. 
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3. Perlu di buatnya jadwal untuk pemeliharaan dan perawatan secara 

berkala. 

4. Sebaiknya perlu dilakukan kegiatan sosialisasi secara rutin kepada 

pegawai terkait K3 di lingkungan kerja, dan menyediakan peralatan alat 

pelindung diri sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. 
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